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	TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI
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	Pengantar

	
	
[bookmark: _GoBack]Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan jumlah penduduk yang besar dan majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat yang beragam serta memiliki sumber daya alam yang melimpah.  Kondisi keberagaman tersebut merupakan anugerah yang akan membuat sistem menjadi stabil dan kokoh, menjadi perekat persatuan bangsa bila komponen yang beragam tersebut dijalin secara harmonis. 
	Namun demikian keberagaman rentan  permasalahan dan perpecahan sistem bila ikatan antar komponen yang berbeda tersebut didasarkan pada dominasi kekuasaan / kekuatan dari suatu komponen terhadap komponen lainnya.
Dalam Modul ini membahas tentang Teknik penyusunan rencana kontijensi yang meliputi : pengertian yang berkaitan dengan rencana kontijensi, syarat penyelenggaraan kontijensi, unsur-unsur utama pelenggaraan kontijensi,  tahapan penanggulangan kontijensi, standar keberhasilan kontijensi, sistematika penyusunan rencana kontijensi
Tujuannya agar peserta didik memahami tentang pengertian kontijensi,syarat penyelenggaraan kontijensi, unsur-unsur utama pelenggaraan kontijensi,  tahapan penanggulangan kontijensi, standar keberhasilan kontijensi, sistematika penyusunan rencana kontijensi
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	Kompetensi Dasar

	
	
1. Memahami  penyusunan rencana kontijensi

Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan kontijensi.
b. Menjelaskan syarat-syarat penyelenggaraan kontijensi.
c. Menjelaskan unsur-unsur utama penyelenggaraan kontijensi
d. Menjelaskan tahapan penanggulangan kontijensi
e. Menjelaskan standar keberhasilan kontijensi
f. Menjelaskan sistematika penyusunan rencana kontijensi.

2. Trampil menyusun rencana kontijensi.

Indikator Hasil Belajar :
Mempraktekan penyusunan rencana kontijensi
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	Materi Pokok

	
	
Pokok Bahasan 
Teknik penyusunan rencana kontijensi

Sub Pokok Bahasan	
a. Pengertian yang berkaitan dengan kontijensi.
b. Syarat penyelenggaraan kontijensi.
c. Unsur-unsur utama penyelenggaraan kontijensi.
d. Tahapan penanggulangan kontijensi
e. Standar keberhasilan kontijensi
f. Sistematika penyusunan rencana kontijensi.
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	Metode  Pembelajaran

	
	Metode Pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran ini meliputi:
1. Metode ceramah. 
	Metode ini digunakan untuk menjelaskan tentang Teknik penyusunan rencana kontijensi 
2. Metode brain storming.
	Metode ini digunakan untuk menggali pendapat peserta didik tentang Teknik penyusunan rencana kontijensi 
3. Metode tanya jawab.
	Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.
4. Metode drill.
	Metode ini digunakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik tentang teknis penyusunan rencana kontijensi
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	Alat/ Media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat/Media :
a. Whiteboard.
b. PapanFlipchart.
c. Komputer/laptop.
d. LCD dan screen.
2. Bahan :
a. Kertas flipchart.
b. Alat Tulis
c. Blanko Laporan
3. Sumber Belajar :
a. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
b. Perkap Nomor : 1 tahun 2019 tanggal 10 April 2019 Sistem Manajemen dan standar keberhasilan operasional kepolisian negara republik indonesia


	
	


	







	[image: ]
	Proses Pembelajaran

	
	1. Tahap awal: 10 menit
Pendidik melaksanakan apersepsi :
a. Pendidik melaksanakan perkenalan.
b. Pendidik mengeksplor pemahaman peserta yang berkaitan dengan materi.
c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 600 menit
a. Pendidik menjelaskan materi tentang pengertian yang berkaitan dengan penyusunan rencana kontijensi kepolisian
b. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya.
c. Pendidik menugaskan peserta didik untuk  rencana kontijensi
d. Pendidik menfasilitasi jalannya praktek penyusunan rencana kontijensi
e. Pendidik membuka forum tanya jawab.

3. Tahap akhir: 20 menit
a. Pendidik melaksanakan penguatan materi.
b. Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan penguasaan materi.
c. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
d. Pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.

4. Pencapaian Kompetensi : 90 Menit



	
	Tagihan/Tugas

	
	
1. Peserta didik diminta mengumpulkan penugasan penyusunan rencana kontijensi.
2. Peserta didik mengumpulkan resume materi.



	
	Lembar Kegiatan

	
	
1. Lembar rencana kontijensi
2. Lembar tugas resume materi.
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	Bahan Bacaan

	
	
TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI
.
SISTEM OPERASI KEPOLISIAN
a. Dasar penyelenggaraan operasi kepolisian, harus memenuhi kriteria:
1) gangguan Kamtibmas yang tidak bisa  diatasi atau dituntaskan dengan kegiatan kepolisian; 
2) peningkatan terjadinya tindak pidana jenis tertentu, baik secara  kualitas dan kuantitas meningkat secara signifikan;
3) kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berskala daerah/nasional/Internasional;
4) bencana yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
5) kejadian/peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas yang mengganggu stabilitas dalam negeri;
6) konflik sosial yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri;
7) aktivitas terorisme yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri;
8) hasil analisa dan evaluasi dari data gangguan Kamtibmas yang terjadi;
9) hasil deteksi, analisa dan prediksi intelijen dimungkinkan dapat menimbulkan kerawanan yang dapat menganggu kehidupan bermasyarakat maupun stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan; dan
10) hasil perkiraan Khusus Intelijen (Kirsus) tentang perkembangan situasi Kamtibmas, berdasarkan pada:
a) laporan polisi;
b) laporan informasi;
c) kalender Kamtibmas;
d) laporan segera;
e) tunggakan perkara;
f) daftar residivis;
g) daftar pencarian orang dan barang (DPO/DPB);
h) daftar jaringan pelaku;
i) anatomi kejahatan/pelanggaran;
j) jumlah perkara serta penyelesaian perkara; dan
k) pola kejahatan;
b. Syarat Penyelenggaraan Operasi Kepolisian, harus memiliki:
1) sasaran, merupakan bentuk PG, AG dan GN berdasarkan pada perkiraan khusus (Kirsus) intelijen yang akan ditanggulangi atau dihadapi dalam operasi kepolisian. 
Sasaran ditetapkan melalui  analisis bentuk sasaran, waktu, tempat, dan aspek-aspek yang menyertainya, selanjutnya dipertajam menjadi Target Operasi (TO), meliputi: 
a) orang;
b) benda atau barang;
c) lokasi atau tempat; dan
d) kegiatan; 
Target Operasi (TO) ditetapkan melalui tahapan: 
a) pengumpulan dan penyusunan data awal;
b) menganalisis data awal, melalui kegiatan:
(1) memilah-milah data;
(2) melakukan penafsiran; 
(3) menyimpulkan beberapa pilihan; 
(4) melakukan penyelidikan lanjutan untuk mempertajam Target Operasi (TO) yang dipilih; dan 
(5)	menentukan pilihan Target Operasi (TO) yang dapat dicapai dan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif;
c) pada prinsipnya Target Operasi (TO) tidak dapat diubah, kecuali:
(1) tersangka meninggal dunia;
(2) tersangka    melarikan    diri    dan    tidak   diketahui keberadaannya; dan
(3) apabila    ada    perubahan   Target Operasi (TO)   didahului   dengan perkiraan cepat intelijen;
2) Cara Bertindak (CB), merupakan alternatif tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil.
a) Cara Bertindak (CB), meliputi kegiatan yang bersifat: 
(1) preemtif;
	Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri;
(2) preventif;
	Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya hakikat ancaman dari Potensi Gangguan menjadi Gangguan Nyata;
(3) penegakan hukum dan penegakan hukum nonyustisial;
	Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penindakan diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran hukum lainnya sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta penegakan hukum yang bersifat pembinaan (penegakan hukum nonyustisial) terhadap perbuatan yang dapat terganggunya stabilitas Kamtibmas maupun merongrong kewibawaan pemerintah dan negara serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
(4) kuratif;
	Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat mengobati atau memperbaiki sesuatu keadaan yang telah rusak sebagai akibat dari suatu peristiwa gangguan Kamtibmas atau akibat bencana;
(5) rehabilitasi;
	Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya ditujukan untuk memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian atau peristiwa yang berimplikan kotijensi agar kembali dalam keadaan yang normal kembali;
b) Cara Bertindak (CB) dapat digolongkan, meliputi:
(1) Cara Bertindak (CB) teknis, merupakan Cara Bertindak (CB) yang digunakan oleh fungsi utama dalam bentuk Peraturan Kasatfung Tingkat Mabes Polri yang bersifat teknis, dapat dibedakan dalam:
(a) Cara Bertindak (CB) fungsi Intel: penyelidikan pengamanan, penggalangan, persandian, kontra intelijen dan lain-lain;
(b) Cara Bertindak (CB) fungsi Reskrim: penyelidikan, penyidikan, identifikasi dan lain-lain;
(c) Cara Bertindak (CB) fungsi Densus 88 AT: melakukan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penindakan, penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dan lain-lain;
(d) Cara Bertindak (CB) fungsi Samapta: melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengendalian massa (Dalmas), Search and Resque (SAR), dan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring) dan lain-lain; 
(e) Cara Bertindak (CB) fungsi Pamobvit: melakukan kegiatan pengamanan objek vital nasional dan lain-lain;
(f) Cara Bertindak (CB) fungsi Binmas: bimbingan penyuluhan, penerangan, tatap muka, sambang desa  dan lain-lain; 
(g) Cara Bertindak (CB) fungsi Polair: penjagaan, pengawalan, patroli serta kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana di lingkungan perairan dan lain-lain; dan
(h) Cara Bertindak (CB) fungsi Lalu Lintas: melakukan kegiatan Dikmas Lantas, Rekayasa Lantas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli,  registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, melakukan penindakan, penyelidikan serta penyidikan kecelakaan lalu lintas dan lain-lain;
(2) Cara Bertindak (CB) taktis, merupakan Cara Bertindak (CB) di lapangan yang dilakukan oleh pelaksanaan tugas operasi atau gerakan-gerakan taktis baik perorangan maupun unit (kesatuan) dalam menghadapi Target Operasi (TO) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu;
3) kekuatan, setelah menentukan Cara Bertindak (CB) dalam menangani Target Operasi (TO), maka ditentukan kekuatan, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kemampuan (kualitas) serta didukung logistik dan keuangan yang cukup dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;
4) pengendalian, pengendalian yang efektif dan efisien akan menjamin arah, gerak dan dinamika operasi di dalam menyelesaikan  Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;
c. bentuk operasi kepolisian, meliputi:
1) Operasi Kepolisian Terpusat merupakan operasional kepolisian yang manajemen operasionalnya diselenggarakan oleh Mabes Polri.
Operasi Kepolisian Terpusat meliputi:
a) Mabes Polri secara mandiri; 
b) Mabes Polri mengikutsertakan personel kewilayahan (Satwil) sebagai anggota Satgas; dan 
c) Mabes Polri dan Satwil, dimana manajemen operasinya dilaksanakan oleh masing-masing dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri;
2) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda  merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda.
Operasi Kepolisian Kewilayahan tingkat Polda, meliputi: 
a) Polda secara mandiri; merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polda;
b) Polda melibatkan  Personel Mabes Polri dan/atau  personel  Polres, merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polda; dan
c) Polda dan Polres; merupakan operasi kepolisian dimana  manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres, dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Polda;
3) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polres. 
Operasi Kepolisian Kewilayahan tingkat Polres meliputi:
a) Polres secara mandiri, merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polres; dan
b) Polres di back up Personel Polda, merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres;
d. Jenis Operasi Kepolisian, meliputi:
1. Operasi Intelijen, adalah operasi penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan kontra intelijen dalam rangka mencegah secara dini agar Potensi Gangguan (PG) Kamtibmas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara tidak menjadi Gangguan Nyata (GN). 
Operasi intelijen merupakan operasi yang bersifat tertutup pada sasaran Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (AG) dengan Target Operasi (TO) kualitatif dengan Cara Bertindak (CB) preemtif dan/atau preventif;
2. Operasi Pengamanan Kegiatan, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat mengganggu/menghambat prikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Operasi pengamanan kegiatan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan mengedepankan Cara Bertindak (CB) preemtif, preventif dan didukung penegakan hukum serta represif non yustisial (persuasif edukatif);
3. Operasi Pemeliharaan Keamanan, merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. 
Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN secara kualitatif dan/atau kuantitatif dengan Cara Bertindak (CB) preemtif dan preventif;
4. Operasi Penegakan Hukum, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan berkaitan dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontinjensi. 
Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat tertutup diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran GN secara kuantitatif dan kualitatif, dengan (CB) penegakan hukum; dan
5. Operasi Kontinjensi, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk pencegahan, penghentian dan pemulihan situasi Kamtibmas terhadap kejadian atau peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas akibat konflik sosial, bencana alam dan terorisme  yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.  
Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN, secara kualitatif dan atau kuantitatif dengan Cara Bertindak (CB)  preemtif, preventif, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi;
1. Dalam hal tertentu pelaksanaan operasi kepolisian terpusat, kewilayahan tingkat Polda dan Polres dapat mengikutsertakan stakeholders.
2. Dalam menunjang pelaksanaan operasi kepolisian yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu dengan sasaran dan target tertentu, dalam rangka menanggulangi kejahatan atau peristiwa/kejadian yang tidak dapat dituntaskan selama operasi maka dilanjutkan dengan kegitan rutin kepolisian dan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. 
3. Dalam pelaksanaan operasi kepolisian dilaksanakan secara terencana, terorganisir dan dapat dikendalikan dalam penyelenggaraannya mempedomani delapan kriteria atau Asta Siap, meliputi:
1. Siap Piranti Lunak merupakan kesiapan terhadap seluruh produk administrasi/dokumen yang mendukung penyelenggaraan operasi  mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian;
2. Siap Posko sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan ruangan/tempat yang digunakan sebagai pusat pengendalian beserta sarana dan prasarananya dalam mendukung  penyelenggaraan operasi kepolisian; 
3. Siap Latpraops sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan suatu kewilayahan  untuk melaksanakan pelatihan berupa teori dan praktik  guna peningkatan kemampuan ketrampilan tugas kepolisian  dan kesamaan pola tindak dalam penyelenggaraan operasi kepolisian;
4. Siap Kondisi Kamtibmas sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan kesatuan  untuk melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam  mendukung penyelenggaraan operasi kepolisian;
5. Siap Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan kesatuan untuk memberdayakan masyarakat  melalui kegiatan Polmas guna meningkatkan peran serta masyarakat  dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif menjelang, pada saat dan pascapenyelenggaraan operasi kepolisian; 
6. Siap Kuat Personel sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan personel, kemampuan dan perlengkapan perorangan untuk menghadapi setiap ancaman/gangguan  Kamtibmas menjelang, pada saat  dan pasca penyelenggaraan operasi kepolisian;
7. Siap Logistik sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan peralatan utama dan peralatan khusus yang digunakan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
8. Siap Anggaran sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan anggaran pengamanan penyelenggaraan operasi kepolisian untuk dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan;



TEHNIK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Pengertian 
a. kontinjensi adalah  suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksikan (unpredictable), dapat menimbulkan gangguan  Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan (Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian);
b. konflik  sosial  adalah  perseteruan  dan/atau benturan  fisik dengan kekerasan  antara  dua  kelompok  masyarakat  atau lebih  yang  berlangsung  dalam  waktu  tertentu  dan berdampak  luas  yang  mengakibatkan ketidakamanan dan  disintegrasi  sosial  sehingga  mengganggu stabilitas  nasional  dan menghambat  pembangunan nasional;
c. pedoman teknis penanganan konflik sosial adalah suatu pengkajian kegiatan yang di lakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik;
d. massa adalah sekelompok orang yang secara aktif dan konsisten mengikuti setiap gerakan yang diarahkan oleh pimpinan massa tanpa memindahkan seruan ataupun perintah dari pihak lain;
e. konsentrasi massa adalah pemusatan perhatian dan kekuatan, sekelompok orang-orang di suatu tempat;
f. huru hara adalah tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh sekelompok massa secara bersama-sama dengan sengaja dan terbuka dalam bentuk ancaman dan tindakan kekerasan, yang mengancam keselamatan jiwa dan atau harta benda orang lain serta merusak fasilitas umum;
g. anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain;
h. Asta Siap adalah kriteria kesiapan yang harus dimiliki Kesatuan Polri meliputi delapan kesiapan yang terdiri dari: Siap Pilun, Siap Posko, Siap Latpraops, Siap Kondisi Kamtibmas, Siap Masyarakat, Siap Kuat Pers, Siap Sarpras  dan Siap Anggaran dalam menghadapi Kontinjensi Konflik Sosial;
i. tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat;
j. penggunaan kekuatan adalah segala upaya untuk pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki;
k. keadaan mendesak adalah batasan situasi yang dihadapi saat itu berdasarkan tingkat kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, dinilai dalam waktu, memerlukan tindakan segera atau secepat mungkin untuk mengatasi situasi yang berkembang, dan membahayakan yang dapat menimbulkan korban semakin besar;
l. tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu-ragu serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. Bawah Komando Operasi (BKO) adalah status satuan-satuan yang mempunyai hubungan operasional dengan satuan atasan yang bukan satuan atasan organik. Satuan yang menerima bawah komando mempunyai wewenang komando operasional terhadap satuan yang berstatus bawah komando;
n. Potensi Gangguan (PG)  adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
o. Ambang Gangguan selanjutnya disingkat AG adalah kondisi gangguan Kamtibmas yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi gangguan nyata;
p. Gangguan Nyata selanjutnya disingkat GN adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa raga ataupun harta benda;
q. Pemerintah  Daerah  adalah  gubernur,  bupati,  atau walikota,  dan  perangkat  daerah  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
r. kegiatan yang berskala nasional adalah kegiatan yang dilakukan dengan ruang lingkup antarprovinsi/dalam negeri;
s. kegiatan yang berskala internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara di Indonesia.

2. PERKIRAAN ANCAMAN KONFLIK SOSIAL
Dalam perkiraan ancaman Konflik Sosial mendasari pada 2 hal yaitu data sitkamtibmas tahun sebelumnya dan Potensi Gangguan yang bersumber dari Aspek Astra Gatra, sebagai berikut :

a. Data Sitkamtibmas dan Potensi Konflik
1) Trend Kejahatan 
2) Trend Jenis Kejahatan 
3) Trend Gangguan Kamtibmas
4) Trend Kasus Menonjol 
5) Potensi Konflik Sosial
6) Trend Potensi Konflik dan Penyelesaiannya 
7) Trend Berdasarkan Sumber Konflik 
8) Data kualitatif kasus–kasus konflik di Indonesia sampai dengan saat ini, antara lain sebagai berikut: (Sumber : Kirkon Baintelkam)
9) berdasarkan perkembangan situasi Kamtibmas dan potensi konflik sebagaimana tersebut di atas, maka  akan  membawa implikasi di bidang keamanan dengan indikasi, sebagai berikut:
a) kurangnya kepatuhan hukum masyarakat sehingga cenderung main hakim sendiri;
b) meningkatnya pelanggaran ketertiban umum dan tindakan anarkisme masyarakat;
c) meningkatnya  kejahatan  yang  berimplikasi kontinjensi;
d) rendahnya daya cegah dan tangkal masyarakat terhadap gangguan  Kamtibmas; 
e) rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan gangguan  Kamtibmas.

b. Potensi Gangguan yang Bersumber dari Aspek Asta Gatra
1) potensi gangguan  yang bersumber dari geografi
2) potensi gangguan yang bersumber dari demografi
3) Potensi gangguan yang bersumber dari sumber daya alam
4) Potensi gangguan yang bersumber dari ideologi
5) Potensi gangguan bersumber dari bidang politik
6) Potensi Gangguan yang bersumber dari Sosial Ekonomi
7) Potensi gangguan  yang bersumber dari sosial budaya
8) Potensi gangguan yang bersumber dari bidang keamanan

3. TUGAS POKOK
Polri beserta seluruh jajarannya dengan Perbantuan unsur TNI serta Pemerintahan Daerah melaksanakan Operasi  Kontinjensi dengan Sandi ”Aman Nusa I-2015” yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2015 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan kegiatan preventif, didukung kegiatan deteksi dan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015, guna menciptakan stabilitas Kamtibmas yang kondusif

4. PELAKSANAAN
a. Tujuan dan Sasaran 
1) tujuan 
a) memelihara  kondisi  damai  dan  harmonis  dalam hubungan sosial kemasyarakatan; 
b) menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  aman, tenteram, damai, dan sejahtera; 
c) melindungi  jiwa,  harta  benda masyarakat,  serta  sarana  dan prasarana umum;
d) memulihkan  situasi Kamtibmas, kondisi  fisik  dan mental  masyarakat serta sarana dan prasarana umum;
e) memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
2) tujuan 
a) manusia/orang
b) tempat/lokasi
c) barang/benda
d) kegiatan

5. CARA BERTINDAK / PENGGELARAN SATGAS
a. Satgas 1
1) Subsatgas Intelkam
2) Subsatgas Binmas

b. Satgas 2
1) Subsatgas Sabhara
2) Subsatgas Obvit
3) Subsatgas Lantas
c. Satgas 3
1) Subsatgas Gegana
2) Subsatgas Pelopor
d. Satgas 4
1) Subsatgas Reskrim
2) Subsatgas Densus 88 AT
e. Satgas 5
1) Subsatgas Kesehatan
2) Subsatgas Hubinter
3) Subsatgas Pusinafis
4) Subsatgas Puslabfor
5) Subsatgas TI
6) Subsatgas Satwa
7) Subsatgas Polair
8) Subsatgas Poludara
9) Subsatgas Propam
10) Subsatgas Humas
11) Subsatgas Sarpras

6. PENTAHAPAN 
a. TAHAP PERSIAPAN 
1) melakukan inventarisasi potensi konflik di wilayah masing-masing
2) melakukan pendalaman terhadap potensi konflik untuk mengetahui anatomi dan akar masalah 
3) membuat prioritas penanganan potensi konflik 
4) mempersiapkan delapan kesiapan Polri (Asta Siap) dalam menghadapi Kontinjensi Konflik Sosial
5) melaksanakan rapat koordinasi antarfungsi Polri maupun antar instansi terkait, TNI dan Pemda
6) melaksanakan pergeseran pasukan dan peralatan pada daerah kontinjensi

b. TAHAP PELAKSANAAN
1) tahap pencegahan konflik 
a) memelihara kondisi damai dalam  masyarakat
b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai
c) meredam potensi konflik
d) membangun sistem peringatan dini (SPD
2) tahap penghentian konflik
a) penghentian kekerasan fisik
b) penyelamatan dan perlindungan terhadap korban
c) membatasi perluasan area dan mencegah terulangnya konflik
3) tahap pascakonflik
a) kegiatan rekonsiliasi
b) kegiatan rehabilitasi
c) kegiatan rekonstruksi
c. TAHAP KONSOLIDASI
1) menarik personel dari lokasi konflik dan mengecek jumlah kekuatan dan kelengkapan yang digunakan;
2) melaksanakan wash up/kaji ulang terhadap pelaksanaan Operasi Kontinjensi;
3) menyiapkan dan menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan Operasi Kontinjensi.

7. POLA PELIBATAN KEKUATAN
a. Mekanisme dan Prosedur Penggunaan Kekuatan Brimob Polri
Proses pergeseran pasukan sebagai bagian dari kegiatan mobilisassi kekuatan Brimob  baik yang berasal dalam satu Zona maupun antar Zona termasuk penggunaan kekuatan dari Satuan Cadangan Pusat (Satcadpus)  dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:  kepada aspek skala prioritas yang dilihat dari dimensi dan dampak dari suatu gangguan keamanan yang muncul di suatu daerah; aspek mekanisme pergeseran pasukan sebagai satu ikatan fungsi dalam kesatuan, kemampuan, kebutuhan alat, sarana angkutan, aspek kecepatan, jarak, aspek kondisi geografis, aspek Komando dan pengendalian dan terakhir adalah dengan mempertimbangkan kesiapan dukungan Administrasi dan Logistik.
Tata cara pemberian bantuan perkuatan kepada Satuan Kewilayahan: 
Prioritas I;  Kasatwil meminta bantuan perkuatan satuan Brimob sesuai dengan Tupoksi Brimob secara tertulis kepada Kapolda diikuti dengan Kapolda secara tertulis membuat nota dinas untuk Kasat Brimob Polda dalam rangka bantuan perkuatan Brimob; Kasatbrimob Polda setempat menyiapkan personel, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsi Brimob yang dibutuhkan dalam rangka bantuan perkuatan satuan kewilayahan, dalam pelaksanaan tugas di lapangan Kasatwil bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan Brimob  Polda.

Prioritas II;  Kapolda dapat meminta tambahan bantuan perkuatan pasukan Brimob berdasarkan penilaian perkembangan situasi yang dibutuhkan, dengan mekanisme dimulai dari permohonan bantuan perkuatan yang diajukkan oleh Kapolda kepada Kapolri dengan tembusan kepada Kapolda terdekat dalam  satu Rayon, setelah Kapolri menyetujui adanya pergeseran pasukan Brimob dan pemberian perkuatan dari Polda terdekat dalam satu rayon, maka Kapolda terdekat dan Kasat Brimob terdekat menyiapkan rencana pergeseran pasukan, dalam pelaksanaan tugas dilapangan Kasatwil bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan Brimob  Polda secara tertulis.

Prioritas III; Kapolda dapat meminta tambahan bantuan perkuatan dari jajaran Satcadpus (Korbrimob Polri) berdasarkan penilaian perkembangan situasi yang memang mendesak  dibutuhkan,  dengan mekanisme yang dimulai dari permohonan bantuan perkuatan yang  diajukan oleh Kapolda setempat kepada Kapolri dengan tembusan kepada Kakorbrimob Polri, setelah Kapolri menyetujui adanya pergeseran pasukan dari jajaran Korbrimob Polri, maka Kapolda dan Kasatbrimob Polda menyiapkan proses penerimaan pasukan termasuk memberikan/mengirimkan perkiraan Intelijen terakhir dan Analisa Daerah Operasi (ADO) kepada Kakorbrimob Polri.

Tindak lanjut Kakorbrimob Polri adalah menyiapkan personel, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsi Brimob yang dibutuhkan dalam rangka bantuan perkuatan satuan kewilayahan dengan catatan bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan Kapolda bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan jajaran Satcadpus dari Korps Brimob Polri.

Tata cara pergerakan pasukan dalam ikatan kesatuan dalam melaksanakan tugas di lapangan terdiri dari 1 Subden PHH dengan Jumlah 100 (seratus) personel berikut alsus PHH yang dibutuhkan, namun untuk kebutuhan perkuatan pasukan lebih dari satu Subden PHH maka  para Kepala Detasemen atau salah seorang pamen yang dianggap cakap harus memimpin  pasukan secara langsung dalam ikatan Detasemen.

Komando dan pengendalian atas penggunaan kekuatan Korbrimob Polri dalam menghadapi situasi krisis di suatu wilayah hukum menjadi tanggung jawab penuh Kasatwil setempat dengan dukungan administrasi dan logistik disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

b. Sistem Rayonisasi Satuan Brimob Polda  dan Tahapan  Pelaksanaan  Pergeseran Kekuatan Brimob Polda.
Wilayah tanggung jawab penugasan dan lingkup bantuan perkuatan antara Korps Brimob Polri dengan jajaran Satbrimob Polda kepada satuan kewilayahan disusun berdasarkan konsep Rayonisasi. 
Konsep rayonisasi dilakukan dalam rangka memudahkan mobilisasi pergeseran pasukan sekaligus untuk meningkatkan response time Polri, secara garis besar  konsep rayonisasi dijelaskan sebagai bantuan perkuatan dari Polda terdekat sebelum Satuan Cadangan dari Korpbrimob Polri datang dan memberikan bantuan dalam melakukan tindakan Kepolisian.
Kekuatan Korbrimob Polri pada saat dalam situasi kontinjensi terbagi ke dalam rayonisasi sebagai berikut: 
1) Rayon I; dengan pemusatan kekuatan berada                  di Satbrimob Polda Sumut (Medan) yang meliputi Wilayah Hukum sebagai berikut: Polda Aceh, Polda Sumut, Polda Sumbar, Polda Riau, dan Polda Kepri.

2) Rayon II; dengan pemusatan kekuatan berada                di Satbrimob Polda Sumsel (Palembang) yang meliputi wilayah hukum sebagai berikut: Polda Sumsel, Polda Babel, Polda Bengkulu, Polda Jambi dan Polda Lampung.

3) Rayon III; dengan pemusatan kekuatan berada              di Satbrimob Polda  Metro Jaya (Jakarta) yang meliputi Wilayah Hukum sebagai berikut: Polda Metrojaya, Polda Banten dan Polda Jabar;

4) Rayon IV; dengan pemusatan kekuatan berada               di Satbrimob Polda Jawa Timur (Surabaya) yang meliputi Wilayah Hukum sebagai berikut : Polda Jateng, Polda DIY, Polda Jatim,  Polda Bali, Polda NTB dan Polda NTT;

5) Rayon V; dengan pemusatan kekuatan berada                   di Satbrimob Polda Kaltim (Balikpapan) meliputi wilayah hukum sebagai berikut: Polda Kalbar, Polda Kalteng, Polda Kaltim dan Polda Kalsel;

6) Rayon VI; dengan pemusatan kekuatan berada                 di Satbrimob Polda Sulsel (Makasar) meliputi wilayah hukum sebagai berikut: Polda Sulut, Polda Gorontalo, Polda Sulsel, Polda Sulteng dan Polda Sultra;

7) Rayon VII ; dengan pemusatan kekuatan berada             di Satbrimob Polda  Papua (Jayapura) meliputi wilayah hukum sebagai berikut: Polda Papua, Polda Maluku dan  Polda Maluku Utara;

8) Satuan Cadangan; dari jajaran Mako Korbrimob Polri yang berkedudukan di Kelapa  Dua  Depok dan Kedung Halang Bogor dalam pelaksanaan tugas menghadapi situasi insidentil maupun kontinjensi memberikan bantuan perkuatan kepada Rayon I s.d. VII sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Brimob  dengan mempersipakan personel, peralatan dan perlengkapan dari jajaran: Mako Korbrimob Polri, Satuan I Gegana, Satuan II Pelopor, Satuan III Pelopor dan Satuan  IV Demlat.

Pelaksanaan tugas bagi personel jajaran Mako Korbrimob Polri dapat diperbantukan kepada Satuan Kewilayahan Polda maupun Satker dalam lingkup Mabes Polri sesuai dengan dimensi dan intensitas ancaman yang dihadapi, dengan lama penugasan maksimal enam (6) bulan dan selanjutnya diadakan pergantian personel.

8. INSTRUKSI DAN KOORDINASI
a. hari ”H” dan jam ”J” pelaksanaan operasi akan ditetapkan/ditentukan kemudian;
b. di dalam menghadapi ancaman potensi konflik sosial/Unras agar menggunakan pola pengamanan dengan mengerahkan jumlah kekuatan personel yang maksimal sehingga menimbulkan efek deteren;
c. para Kasatwil wajib berada dilapangan bersama-sama dengan anggota dalam pengamanan ancaman konflik sosial/unjuk rasa dan lakukan langkah-langkah taktis operasional melalui terobosan kreatif implementatif, tidak hanya langkah normatif semata;
d. rencana kontinjensi di tingkat kewilayahan perlu ditindaklanjuti oleh jajaran Polri dengan membuat Rencana Kontinjensi sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta membuat  Renlat  untuk dilatihkan;
e. permintaan bantuan unsur TNI dilaksanakan mendasari pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial;
f. rencana kontinjensi dilaksanakan dengan titik berat:
1)	memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat;
2)	melaksanakan tindakan secara tegas dan terukur sesuai SOP, berperilaku yang santun, humanis dan tidak melakukan kegiatan yang kontra produktif;
3)	melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4)	mencegah dan menghindari terjadinya tindakan pelanggaran HAM;
5)	hindari tindakan over acting dan perilaku negatif anggota   di lapangan;
g. agar Kasatwil melakukan pemeriksaan kepada anggota Dalmas/PHH untuk tidak membawa  Senpi dengan peluru tajam kecuali  anggota yang telah ditunjuk dan penggunaannya atas perintah Kasatwil;
h. tahap situasi aman adanya kegiatan unjuk rasa dengan massa kecil dan teratur, Kodal beradadi tangan Kasatsabhara selaku Perwira Pengendali di lapangan;
i. tahap situasi rawan dengan adanya konflik sosial menjurus anarkis, maka Kodal berada pada Kapolres, dengan pengerahan kekuatan  maksimal yang mendapat back-up dari Polda maupun dapat meminta bantuan Unsur TNI; 
j. tahap situasi krisis terjadi kerusuhan massal dan huru-hara, maka Kodal berada pada Kapolda, dengan pengerahan kekuatan maksimal, PHH Brimob untuk melaksanakan kegiatan penyekatan dan pembubaran massa serta perbantuan unsur TNI untuk pengamanan objek vital/penting. Kapolda dapat mengajukan tambahan perkuatan  BKO dari Mabes Polri



9. ADMINISTRASI, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN
a. Administrasi 
1) administrasi menggunakan ketentuan administrasi umum Polri dan petunjukpenyelenggaraan administrasi yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) pengerahan kekuatan di luar yang telah ditetapkan dalam Rencana Kontinjensi agar diajukan terlebih dahulu kepada Kapolri untuk Mabes Polri dan Kapolda untuk kewilayahan selaku Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
3) kebutuhan personel, diluar ketentuan yang telah direncanakan agar diajukan terlebih dahulu kepada Kapolri untuk persetujuannya dan akan didukung secara prioritas sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Sarana Prasarana 
1) dukungan sarana prasarana material logistik untuk Operasi Kontinjensi  terpusat didukung  sarana prasarana dari Mabes Polri;
2) dukungan sarana prasarana material logistik untuk Operasi Kewilayahan menggunakan sarana prasarana dari Satwil masing-masing;
3) dukungan sarana prasarana dari Mabes Polri dapat digunakan secara prioritas oleh Satwil atas permintaan Kasatwil dan mendapat persetujuan dari Kapolri sesuai ketentuan yang berlaku;
4) perlengkapan personel menggunakan inventaris satuan/Satker masing-masing, kecuali dalam kondisi tertentu dapat menggunakan perlengkapan dari Satker/kesatuan Polri lainnya.

c. Anggaran
1) dukungan anggaran untuk Operasi Kontinjensi Terpusat didukung dari anggaran kontinjensi Kapolri dan atau anggaran kontinjensi Satker jajaran Mabes Polri;
2) dukungan anggaran Operasi KontinjensiKewilayahan menggunakan anggaran kontinjensi Satwil masing-masing;
3) atas permintaan Kasatwil untuk backup perkuatan personel yang  di BKO kan dapat didukung dari anggaran kontinjensi Kapolri atas persetujuan Kapolri sesuai ketentuan yang berlaku;
4) kekurangan anggaran Operasi Kontinjensi kewilayahan agar diajukan terlebih dahulu kepada Kapolri untuk persetujuannyadan akan didukung secara prioritas sesuai ketentuan yang berlaku.

10. KOMANDO DAN PENGENDALIAN 
a. Komando
1) kebijakan Operasi Kontinjensi “Aman Nusa I-2015” untuk tingkat Mabes Polri berada pada Kapolri selaku Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dan sehari-hari dilaksanakan oleh Kabaharkam Polri selaku Kaopspus dan di kewilayahan dilaksanakan oleh Kapolda selaku Kaopsda;
2) pos komando operasi di satuan kewilayahan berada pada Biro Operasi  masing-masing Polda yang disesuaikan dengan eskalasi kejadian:
a) dalam keadaan aman:
(1) komando operasi berada ditangan Kasatwil setempat selaku Kasatgas Pam;
(2) Posko Satgas berada pada Bagops Satwil  Polrestabes/Polresta/Polres;
(3) Poskotis ditentukan pada lokasi konflik sosial atau sesuai dengan perkembangan kontinjensi yang terjadi;

b) dalam keadaan rawan:
(1) komando operasi berada di tangan Kapolda setempat;
(2) Posko Utama berada di Ruang Biroops Polda setempat;
(3) Posko Satgas berada pada Bagops Satwil  Polrestabes/Polresta/Polres;
(4) Poskotis ditentukan pada lokasi konflik sosial atau sesuai dengan perkembangan kontinjensi yang terjadi;

c) berkaitan dengan perkembangan eskalasi dan penggelaran kekuatan, komando dan pengendalian dapat diambil oleh satuan setingkat            di atasnya.

b. Pengendalian
1) pengawasan dan pengendalian dalam rangka dinamika pelaksanaan Kontinjensi“Aman Nusa I-2015” dilaksanakan oleh Asops Kapolri  selaku Karendalopspus dan di kewilayahan oleh Karoops selaku Karendalopsda;
2) dalam rangka transparasi dan akuntabilitas penanggulangan kontinjensi “Aman Nusa I-2015”, setiap pimpinan satuan wajib memberdayakan pengawas eksternal independen pada saat tindakan Kepolisian preemtif, preventif dan penegakan hukum;
3) asistensi oleh pimpinan dan pejabat yang ditunjuk guna menjamin terselenggaranya operasi sesuai Rencana Kontinjensi yang telah ditetapkan;
4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan/tindakan kontinjensi menghadapi Konflik Sosial kepada Kapolri selaku penanggung jawab kebijakan Operasi berdasarkan sistem pelaporan yang ditentukan;

Pernyataan resiko 
1) apabila terjadi kekurangan kekuatan personel dan sarana prasarana, segera meminta bantuan sesuai dengan pola perbantuan yang telah dijelaskan, serta meminta bantuan aparat keamanan dan instansi terkait untuk mengantisipasi kejadian yang lebih besar;
2) dalam penggelaran kekuatan kontinjensi konflik sosial menghadapi rusuh massa, kekuatan personel dan sarana prasarana yang digelar perlu memperhitungkan kemungkinan kegagalan serta resiko yang paling kecil untuk terjadinya korban jiwa serta harta benda, sehingga diperlukan kekuatan cadangan yang dengan cepat dan mudah bisa didayagunakan untuk menambah kekuatan;
3) segera melakukan tindakan melokalisir kerusuhan sambil menunggu datangnya bantuan perkuatan, mengamankan dan menjaga sekitar lokasi Mako Kepolisian, asrama-asrama guna menghindari aksi susulan;
4) segera mengambil langkah-langkah strategis dan taktis apabila sebelumnya mengalami kegagalan dengan melakukan koordinasi antarfungsi dan koordinasi dengan instansi terkait;
5) apabila terjadi aksi rusuh massa yang meluas dan meningkat menjadi bencana nasional, maka pimpinan segera mengambil tindakan untuk menghindari resiko kegagalan yang lebih besar, melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengerahkan segala upaya yang melibatkan Polri, TNI, Kementerian/Kelembagaan serta segenap elemen masyarakat.

11. STRUKTUR ORGANISASI
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RENCANA KONTINJENSI “AMAN NUSA II - 2015“

1. Pengertian 
a. Kontinjensi adalah keadaan dalam kehidupan atau tata kehidupan masyarakat yang oleh suatu sebab tertentu kehidupan tersebut sangat mungkin menjadi sumber penyebab kerawanan, krisis sehingga perlu senantiasa diwaspadai/diantisipasi secara dini dengan pilihan alternatif yang diambil sesegera mungkin secara efektif dan efisien;
b. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau  faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
c. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
d. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
e. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
f. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
g. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
h. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa, terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
i. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang pasti sebagai akibat dari dampak buruk bencana;
j. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
k. Trauma Center adalah pusat penanganan trauma akibat bencana;
l. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan  sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
m. Early Warning System (EWS) adalah sistem peringatan dini terjadinya bencana alam;
n. Disaster Victim Identification (DVI) adalah prosedur identifikasi korban bencana;
o. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI Tahun 1945;
p. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 
q. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah sebuah lembaga pemerintah nondepartemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan bencana secara terpadu mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana;
r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk  melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
s. Badan SAR Nasional (BASARNAS) adalah sebuah lembaga pemerintah nondepartemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan pencarian dan evakuasi kejadian kecelakaan transportasi darat, laut dan udara, pada saat dan setelah terjadi kecelakaan;
t. Badan SAR  Daerah (BASARDA) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk  melaksanakan tugas dan fungsi  penanganan pencarian dan evakuasi kejadian kecelakaan transportasi darat, laut dan udara, pada saat dan setelah terjadi kecelakaan di daerah.

2. PERKIRAAN BENCANA ALAM

a. Berdasarkan prakiraan data rawan bencana alam menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Geofisika dan Klimatologi (BMGK), antara lain:

1) potensi Banjir Bulan Januari, Februari dan Maret 2015           di Indonesia.
2) pembuatan prakiraan potensi banjir ini merupakan hasil kerja sama dari 3 (tiga) Instansi: BMKG, Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum dan Bakosurtanal. Dalam hal ini BMKG sebagai penyedia informasi prakiraan hujan bulanan, PSDA PU daerah rawan banjir dan Bakosurtanal menyiapkan peta dasar (RBI, Sistem Lahan, dan Land Cover) Prakiraan potensi banjir yang disampaikan meliputi potensi banjir tinggi, menengah, rendah dan aman dari kejadian banjir;  
3) prakiraan potensi banjir bulan Januari 2015, di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Bagian Utara, Sulawesi Bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku; 
4) prakiraan potensi banjir bulan Februari 2015, di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Bagian Utara, Sulawesi Bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku; 
5) prakiraan potensi banjir bulan Maret 2015, di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa  Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Bagian Utara, Sulawesi Bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku; 
 
b. Berdasarkan perkiraan Intelijen Polri tahun 2015-2019, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkirakan akan terjadi bencana yang akan mengakibatkan perubahan situasi dan kondisi dan pada akhirnya memicu  terjadinya kontinjensi, antara lain:
1)	bencana alam:
a) wilayah yang rawan banjir: Jatim, Banten, Jateng, DKI, Jabar, NTT, Kalsel, Sumut, Sumsel dan Aceh;
b) wilayah yang rawan tanah longsor: Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sumbar, Sumut, Sulsel, Papua, Sulteng dan Bali;
c) wilayah yang berpotensi banjir ROB di daerah; DKI Jaya, Jabar, Jateng, Jatim dan wilayah pantai Utara Pulau Jawa;
d) wilayah yang berpotensi banjir bandang; Jatim, Jabar, Sulbar, NTB, Sumut, Maluku, Gorontalo, Sulteng, Sulut dan Sulsel;
e) wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan; Jabar, Jateng, Sulsel, Kalbar, Bali, Kepri, Sulteng, Sulbar, Babel dan Papua;
f) wilayah yang berpotensi cuaca ekstrim; Jabar, NTT, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel, DKI Jaya, Maluku, Sulbar dan Kalteng;
g) wilayah yang berpotensi abrasi; Babel, DKI Jaya, NTT, Jateng, Jatim, Banten, Sumut, Sulteng, Aceh dan Kalsel;
h) gempa bumi Tektonik; Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Sumba dan Sumbawa, Flores, Kepulauan Maluku, Sulut dan Papua;
i) gempa bumi vulkanik:
j) Sumatera; Gunung Sinabung, Gunung Sibayak, Kerinci, Leuser, Talang, Singgalang, Sago, Talamau, Tandikat dan Pantai Cermin;
k) Jawa; Gunung Kelud, Argopuro, Bromo, Arjuno, Galunggung, Kawah Ijen, Krakatau, Semeru, Merapi, Slamet, Merbabu, Raung, Tangkuban Perahu, Welirang, Guntur, Salak, Gede, Papandayan dan Ciremai;
l) Bali; Gunung Agung dan Gunung Batur;
m) Lombok; gunung Rinjani dan Tambora;
n) Flores; Gunung Ine Like;
o) Sulawesi Utara; Gunung Lokon dan Soputan;
p) Malut; Gunung Gamalama;

2)	bencana non alam:
a) kebakaran hutan dan lahan; di wilayah Provinsi Riau, Kalteng, Kalbar, Sumsel, Kaltim, Jambi, Papua, Lampung, Sumut, Kalsel dan Sulteng;
b) resiko biologi antara lain; Jabar, Kaltim, Jateng, Kalbar, Kalteng, Papua, Jatim, Sumut, Sulsel dan Riau;
c) meledak  dan  terbakarnya  instalasi  gas  dan  minyak  bumi dan  atau  pabrik serta kebocoran  radioaktif        di sebagian wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia; Jatim, Banten, Jabar, Kaltim, Kalsel, NTB, Sumut, Aceh, Riau, Sumbar, Sulsel, Maluku, Malut, Sulteng, Sultra dan Papua;
d) kecelakaan transportasi udara, laut dan darat,  di  semua  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;
e) wabah penyakit (epidemi) di seluruh Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;
f) pembakaran hutan/lahan, di daerah; Aceh, Riau, Jambi, Sumut, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kaltim dan Kalsel;
g) runtuh/ambrolnya jembatan penghubung yang disebabkan konstruksi menyalahi aturan dan usia pakai yang  sudah tidak layak;


3. TUGAS POKOK
Polri beserta seluruh jajaran bekerja sama dengan BNPB/BPBD, BASARNAS/ BASARDA, TNI dan Pemerintah Daerah beserta potensi masyarakat, melaksanakan kegiatan Kontinjensi “Aman Nusa II-2015,” yang dimulai pada saat terjadinya kejadian bencana/kecelakaan dan pasca bencana/kecelakaan, di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang tertimpa bencana/kecelakaan, dengan melalui langkah-langkah pencarian, pertolongan, penyelamatan, perlindungan, pengamanan dan evakuasi korban, harta benda, Disaster Victim Identication (DVI) dan penegakan hukum.

4. PELAKSANAAN
a. Tujuan dan Sasaran 
1)	tujuan 
a) melaksanakan bantuan personel dan peralatan kepada BNPB/BPBD dan BASARNAS/BASARDA di lokasi terjadinya bencana/kecelakaan;
b) bersama BNPB/BPBD dan BASARNAS/BASARDA membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa cluster yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan BNPB/BPBD dan BASARNAS/BASARDA untuk  penyelamatan terhadap korban bencana/kecelakaan;
c) melakukan langkah-langkah tanggap darurat bencana/ kecelakaan dan pascabencana, bersama BNPB/BPBD dan BASARNAS/BASARDA;
d) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam penanganan bencana/kecelakaan;
e) pelibatan Polri secara aktif dalam upaya membantu penanganan bencana/kecelakaan.
2)	sasaran 
a) manusia/orang:
(1) korban bencana/kecelakaan;
(2) petugas penyelamatan;
(3) relawan;
(4) pejabat pemerintah;
(5) pelaku kejahatan;
b) tempat/lokasi:
(1) 	lokasi bencana/kecelakaan;
(2) 	tempat penampungan:
(3) kantor pemerintah/swasta; 
(4) gedung sekolah;
(5) tempat ibadah; 
(6) gedung olahraga; 
(7) rumah penduduk;
(8) dan lain-lain;
c) 	hunian sementara
d) tenda darurat;
e) pemukiman sementara;
f) rumah sakit, puskesmas, posko kesehatan;
g) fasilitas air bersih, sanitasi, penerangan dan komunikasi;
h) pemukiman penduduk yang ditinggalkan;
i) tempat penampungan logistik bantuan bencana/ kecelakaan;
j) tempat penampungan hewan ternak/harta benda;
k) dapur umum.
3) 	barang/benda:
a) 	barang-barang milik korban bencana/kecelakaan;
b) 	logistik bantuan bencana/kecelakaan;
c) 	sarana dan prasarana/peralatan petugas bantuan bencana/kecelakaan;
d) 	barang-barang yang diduga hasil kejahatan saat terjadi bencana/kecelakaan;
4) 	kegiatan:
a) 	kegiatan tanggap darurat;
b) 	kegiatan pascabencana/rehabilitasi.

5. CARA BERTINDAK / PENGGELARAN SATGAS

a. Tingkat Nasional (Mabes Polri)
1)	Satgas 1 (SAR)
2)	Satgas 2 (Pengungsian dan Perlindungan)
3)	Satgas 3 (Medis/DVI)
4)	Satgas 4 (Bantuan umum)

b. Tingkat Provinsi (Polda)
1)	Satgas 1, (SAR)
2)	Satgas 2, (Pengungsian dan Perlindungan)
3)	Satgas 3 (Medis/Kesehatan)
4)	Satgas 4 (Bantuan Umum)

c. Tingkat Kabupaten/Kota (Polres/Ta)
1)	Satgas 1 (SAR)
2)	Satgas 2 (Pengungsian dan Perlindungan)
3)	Satgas 3 (Kesehatan)
4)	Satgas 4 (Bantuan Umum)

6. PENTAHAPAN 

a. saat tanggap darurat:

1) pengerahan kekuatan ke lokasi bencana/kecelakaan dengan berpedoman pada Standard Operating Procedur (SOP)  di dahului  koordinasi dengan BNPB/BPBD dan BASARNAS/ BASARDA;

2) mendukung  Satwil dengan personel dan peralatan yang ada     di Mabes Polri seperti kapal, pesawat/helli, Tim SAR, Satwa, Tim Medis dan DVI serta perlengkapan lainnya yang diperlukan;
3) membantu  dalam pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana/kecelakaan;
4) memberikan bantuan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5) pengamanan dan pengawalan korban bencana/kecelakaan  bersama-sama dengan pihak-pihak  yang  terkait  dalam penanganan bencana/kecelakaan;
6) pengamanan dan pengawalan dukungan logistik dan obat-obatan serta bantuan lainnya  bagi korban bencana/ kecelakaan;
7) pengamanan kegiatan dilokasi bencana/kecelakaan dan tempat pengungsian;
8) pendistribusian  logistik dan  obat-obatan serta  bantuan   lainnya ke daerah  yang  sulit dijangkau;    
9) melakukan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran dan kejahatan;

b. pascabencana/kecelakaan:

1) pendataan kerugian moril dan materiil;
2) membantu pelayanan kesehatan, pendataan korban,  kegiatan  identifikasi  terhadap  korban  meninggal  dunia (Disaster  Victim  Identification);
3) melakukan kerja sama dengan Instansi terkait untuk melaksanakan  kegiatan  pemulihan  kondisi  kejiwaan  korban  bencana/kecelakaan  melalui  Trauma  Centre;
4) tindakan lain pada tanggap darurat yang masih dianggap perlu dapat dilanjutkan.


7. TAHAP PERSIAPAN 

a. melakukan inventarisasi potensi bencana di wilayah masing-masing
b. melakukan pendalaman terhadap potensi bencana 
c. membuat prioritas penanganan potensi bencana 
d. melaksanakan rapat koordinasi antar fungsi Polri maupun antar instansi terkait, TNI dan Pemda
e. melaksanakan pergeseran pasukan dan peralatan pada daerah kontinjensi bencana


8. TAHAP PELAKSANAAN
a. saat tanggap darurat:
b. 	pascabencana/kecelakaan:

9. TAHAP KONSOLIDASI
a. menarik personel dari lokasi bencana dan mengecek jumlah kekuatan dan kelengkapan yang digunakan;
b. melaksanakan wash up/kaji ulang terhadap pelaksanaan Operasi Kontinjensi;
c. menyiapkan dan menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan Operasi Kontinjensi.

10. POLA PELIBATAN KEKUATAN
a. rayonisasi:
1) Rayon I	  : Polda  Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri;  
2) Rayon II   : Polda Jambi, Bengkulu, Sumsel,  Babel  dan  
                  Lampung;
3) Rayon III  : Polda  Banten, Metro Jaya, dan  Jabar;
4) Rayon IV  : Polda  Jateng, DIY  dan Jatim;
5) Rayon V   : Polda Kalsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim;
6) Rayon VI  : Polda  Sulsel, Sultra, Sulteng, Gorontalo dan 
                   Sulut;
7) Rayon  VII: Polda  Bali, NTB  dan  NTT;
8) Rayon VIII: Polda Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat;

b. lapis perbantuan kekuatan:
1) bencana/kecelakaan yang terjadi skala nasional, Kapolri Cq Asops Kapolri memerintahkan Satgaspus penanganan bencana/kecelakaan untuk membantu daerah yang mengalami kejadian bencana/kecelakaan disesuaikan dengan kebutuhan personel dan peralatan daerah bencana/kecelakaan.
2) apabila terjadi bencana/kecelakaan di salah satu Polda maka Polda lain yang berada di rayon tersebut memberikan bantuan personel dan peralatan dengan melaporkan kepada Kapolri cq. Asops Kapolri.
3) apabila terjadi bencana/kecelakaan di salah satu Polres/Ta maka Polres/Ta lain yang berada di rayon tersebut memberikan bantuan personel dan peralatan dengan melaporkan kepada Kapolda cq. Karoops.

11. INSTRUKSI DAN KOORDINASI
a.	Intruksi
	rencana kontinjensi penanganan bencana tingkat kewilayahan agar berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana dan Perka dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 


b.	Koordinasi
	dalam penanganan bencana Polri berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan SAR Nasional (BASARNAS) dan Badan SAR Daerah (BASARDA) serta Instansi lain yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana/kecelakaan.

12. ADMINISTRASI, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN
a. Administrasi
1) menggunakan ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan Polri;
2) kebutuhan personel dan peralatan, dukungan anggaran yang mendesak di luar yang telah direncanakan dalam kegiatan kontinjensi penanganan bencana/kecelakaan agar diajukan kepada Kapolri Cq Asops Kapolri untuk didukung secara prioritas sesuai Ketentuan yang berlaku.

b. Sarana dan prasarana
1) dukungan sarana prasarana material logistik untuk kegiatan kontinjensi  terpusat didukung  sarana prasarana dari Mabes Polri;
2) dukungan sarana prasarana untuk kegiatan kewilayahan menggunakan sarana prasarana dari Satwil masing-masing;
3) dukungan sarana prasarana dari Mabes Polri dapat di gunakan oleh Satwil secara prioritas berdasarkan situasi dan kondisi terjadinya bencana/kecelakaan;
4) perlengkapan personel menggunakan inventaris Satuan/Satker masing-masing, kecuali dalam kondisi tertentu dapat menggunakan perlengkapan dari Satker/Kesatuan Polri lainnya;

c. Anggaran

1) dukungan anggaran untuk kegiatan kontinjensi terpusat didukung dari anggaran Kontinjensi Polri;

2) dukungan anggaran  kegiatan kontinjensi kewilayahan menggunakan anggaran kontinjensi Satwil masing-masing;

3) Kasatwil dapat meminta bantuan backup perkuatan personel dan peralatan dari Mabes Polri maupun Polda lainnya dengan dukungan anggaran Kontinjensi Polri dengan sebelumnya melaporkan kepada Kapolri cq. Asops Kapolri; 

4) kekurangan anggaran kegiatan kontinjensi kewilayahan agar diajukan terlebih dahulu kepada Kapolri Cq Asops Kapolri untuk didukung secara prioritas sesuai kondisi di lokasi bencana/kecelakaan.

13. KOMANDO DAN PENGENDALIAN 

a. Komando

1) kegiatan kontinjensi “AMAN NUSA II-2015” untuk tingkat Nasional  berada pada Kapolri selaku Penanggung Jawab kegiatan Kontinjensi dan sehari-hari dilaksanakan oleh Kakorbrimob Polri.

2) kegiatan kontinjensi tingkat Provinsi, dilaksanakan oleh Kapolda selaku Penanggung Jawab kegiatan Kontinjensi dan sehari-hari dilaksanakan oleh Kasatbrimob Polda;

3) kegiatan kontinjensi tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Kapolda selaku Penanggung Jawab kegiatan Kontinjensi dan sehari-hari dilaksanakan oleh Kapolres.

b. Pengendalian

1) pengendalian dalam kegiatan pelaksanaan Kontinjensi “AMAN NUSA II-2015”  tingkat Nasional dilaksanakan oleh Kakorbrimob Polri;

2) pengendalian dalam kegiatan pelaksanaan Kontinjensi “AMAN NUSA II-2015” tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kasatbrimob Polda;

3) pengendalian dalam kegiatan pelaksanaan Kontinjensi “AMAN NUSA II-2015” tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kapolres;

4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan/tindakan kontinjensi menghadapi bencana/kecelakaan kepada penanggung jawab kegiatan kontinjensi;

5) asistensi oleh pimpinan dan pejabat yang ditunjuk guna menjamin terselenggaranya kegiatan kontinjensi sesuai rencana  yang telah ditetapkan;`

6) sistem pelaporan menggunakan sarana komunikasi yang ada di Rodalops Sops Polri, dengan nomor:

a) telepon: 021-72801728, 021-72801718,  021-72801725, 021-7251559 dan 021-7218154;

b) email Internet Siaga: siagaopspusdalopspolri @yahoo.co.id;

7) sistem pelaporan di Satuan Kewilayahan berada pada Biro Operasi masing-masing Polda. 



14. STRUKTUR ORGANISASI

a. tingkat Nasional
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	Rangkuman

	
	Jenis Operasi Kepolisian, meliputi:
1. Operasi Intelijen, adalah operasi penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan kontra intelijen dalam rangka mencegah secara dini agar Potensi Gangguan (PG) Kamtibmas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara tidak menjadi Gangguan Nyata (GN). 
Operasi intelijen merupakan operasi yang bersifat tertutup pada sasaran Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (AG) dengan Target Operasi (TO) kualitatif dengan Cara Bertindak (CB) preemtif dan/atau preventif;
2. Operasi Pengamanan Kegiatan, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat mengganggu/menghambat prikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Operasi pengamanan kegiatan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan mengedepankan Cara Bertindak (CB) preemtif, preventif dan didukung penegakan hukum serta represif non yustisial (persuasif edukatif);
3. Operasi Pemeliharaan Keamanan, merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. 
Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN secara kualitatif dan/atau kuantitatif dengan Cara Bertindak (CB) preemtif dan preventif;
4. Operasi Penegakan Hukum, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan berkaitan dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontinjensi. 
Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat tertutup diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran GN secara kuantitatif dan kualitatif, dengan (CB) penegakan hukum; dan
5. Operasi Kontinjensi, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk pencegahan, penghentian dan pemulihan situasi Kamtibmas terhadap kejadian atau peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas akibat konflik sosial, bencana alam dan terorisme  yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.  
Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN, secara kualitatif dan atau kuantitatif dengan Cara Bertindak (CB)  preemtif, preventif, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi;
6. Dalam hal tertentu pelaksanaan operasi kepolisian terpusat, kewilayahan tingkat Polda dan Polres dapat mengikutsertakan stakeholders.
7. Dalam menunjang pelaksanaan operasi kepolisian yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu dengan sasaran dan target tertentu, dalam rangka menanggulangi kejahatan atau peristiwa/kejadian yang tidak dapat dituntaskan selama operasi maka dilanjutkan dengan kegitan rutin kepolisian dan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. 
8. Dalam pelaksanaan operasi kepolisian dilaksanakan secara terencana, terorganisir dan dapat dikendalikan dalam penyelenggaraannya mempedomani delapan kriteria atau Asta Siap, meliputi:
9. Siap Piranti Lunak merupakan kesiapan terhadap seluruh produk administrasi/dokumen yang mendukung penyelenggaraan operasi  mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian;
10. Siap Posko sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan ruangan/tempat yang digunakan sebagai pusat pengendalian beserta sarana dan prasarananya dalam mendukung  penyelenggaraan operasi kepolisian; 
11. Siap Latpraops sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan suatu kewilayahan  untuk melaksanakan pelatihan berupa teori dan praktik  guna peningkatan kemampuan ketrampilan tugas kepolisian  dan kesamaan pola tindak dalam penyelenggaraan operasi kepolisian;
12. Siap Kondisi Kamtibmas sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan kesatuan  untuk melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam  mendukung penyelenggaraan operasi kepolisian;
13. Siap Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan kesatuan untuk memberdayakan masyarakat  melalui kegiatan Polmas guna meningkatkan peran serta masyarakat  dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif menjelang, pada saat dan pascapenyelenggaraan operasi kepolisian; 
14. Siap Kuat Personel sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan personel, kemampuan dan perlengkapan perorangan untuk menghadapi setiap ancaman/gangguan  Kamtibmas menjelang, pada saat  dan pasca penyelenggaraan operasi kepolisian;
15. Siap Logistik sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan peralatan utama dan peralatan khusus yang digunakan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
16. Siap Anggaran sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan anggaran pengamanan penyelenggaraan operasi kepolisian untuk dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan;
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